
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A. Tinjauan Pustaka Terkait Karya 

1. Definisi Standar Pelayanan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan 

Reformasi RI nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, Standar 

Pelayanan adalah ”tolak ukur  yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan atau acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, 

cepat, mudah, terjangkau, dan terukur”. Dengan menerapkan standar pelayanan publik 

dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasaan 

masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan 

komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, 

masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi 

dari harapan masyarakat. 

2. Dasar Hukum 

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa “Setiap penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik 

yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung wajib 

menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap 

jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan 

dilingkungan masing-masing (Pasal 1 Ayat 7, Pasal 20 Ayat 2). 



b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa “setiap 

penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan 

menerapkan standar pelayanan serta menerapkan maklumat pelayanan, 

dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaran kebutuhan 

masyarakat, dan kondisi lingkungan”. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  

pelayanan publik kemudian diperkuat dengan disahkannya Peraturan Menteri  

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 

2014  tentang Pedoman Standar Pelayanan, sebagai pengganti Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis, Penyusunan, Penetapan dan Penerapan 

standar pelayanan, maka seluruh penyelenggara layanan diwajibkan untuk 

menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. 

3. Prinsip Standar Pelayanan 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, 

bahwa penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip: 

a. Sederhana 
Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah 
dilaksanakan mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya 
terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara; 

b. Partisipatif 



Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak 
terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar 
komitmen atau hasil kesepakatan; 

c. Akuntabel 
Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan; 

d. Berkelanjutan 
Standar pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya 
peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan; 

e. Transparansi 
Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; 

f. Keadilan 
Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat 
menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi 
geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 

4. Komponen Standar Pelayanan Publik 

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan menjelaskan komponen standar pelayanan dibedakan menjadi 2 bagian 

yaitu : 

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 

penyampaian pelayanan (Service Point) meliputi : 

1. Persyaratan 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur 

3. Jangka waktu pelayanan 

4. Biaya/tariff 

5. Produk pelayanan 

6. Penanganan penga duan, saran dan masukan/apresiasi 

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 

pelayanan (Manufacturing) 

1. Dasar Hukum 

2. Sarana dan prasarana, dan atau fasilitas 

3. Kompetensi pelaksana 



4. Pengawasan internal 

5. Jumlah pelaksana 

6. Jaminan pelayanan 

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 

8. Evaluasi kinerja pelaksana 

5. Mekanisme Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan 

Ada dua metode yang dapat digunakan dalam proses penyusunan standar 

pelayanan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, 

yakni: 

a) Focus Group Discussion (FGD) 

Metode ini digunakan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam 

terhadap materi rancangan standar pelayanan, jika dipandang perlu. Maka akan 

diundang narasumber ahli terkait jenis pelayanan yang dibahas. Penyampaian 

komitmen perbaikan layanan melalui forum Focus Group Discussion (FGD). 

b) Public Hearing 

Metode ini digunakan untuk melakukan penelusuran fakta yang dapat 

mengungkap kepentingan khalayak ramai. Maka akan diundang praktisi yang 

dipandang bisa mewakili publik untuk didengar pendapatnya.  Salah satu upaya 

perbaikan layanan adalah melalui penyelenggaraan public hearing 

Tabel 1 

Format Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan  

1.Persyaratan : 1.. 

2…dst 



2.Prosedur : 1.. 

2…dst 

3.Waktu Pelayanan : 1.. 

2…dst 

4.Biaya/Tarif : 1.. 

2…dst 

5.Produk : 1.. 

2…dst 

6.Pengelolaan Pengaduan : 1.. 

2…dst 

Sumber : Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 

Standar Pelayanan menjelaskan bahwa yang menjadi fokus dalam proses 

penyusunan pelayanan adalah komponen standar pelayanan yang terkait 

dengan penyampaian pelayanan. Pada bagian ini menjadi fokus perhatian dalam 

penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara yang 

berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen standar pelayanan pada 

bagian ini yang sekurang-kurangnya wajib dipublikasikan. Langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Identifikasi Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus 

dilengkapi oleh masyarakat penerima layanan dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif. 

Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi 

dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen 

dan/atau barang/hal lain, bergantung kebutuhan masing-masing jenis 

pelayanan. Cara yang dapat  



dilakukan dalam mengidentifikasi persyaratan pelayanan adalah dengan 

melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk penyelesaian proses 

pelayanan. Dalam proses identifikasi persyaratan pelayanan, juga perlu 

diperhatikan mengenai persyaratan itu harus disampaikan di awal, di akhir, 

atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Proses identifikasi ini 

dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. 

b. Identifikasi Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang diakukan bagi penerima 

pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui 

masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan.  

c. Identifikasi Waktu 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan. 

Kemudian waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap 

awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang 

dibutuhkan. Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap 

jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul memperhatikan 

baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan, maupun 

prosedur yang mengatur hubungan antar petugas. Hasil yang diharapkan 

dari tahapan ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap 

jenis pelayanan. 

d. Identifikasi Biaya/Tarif 

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada masyarakat penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara. Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan 

berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Jumlah biaya yang 



diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga 

sekaligus di identifikasi biaya yang akan dibebankan kepada pengguna 

layanan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan. 

Perhitungan dua komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan untuk 

mengetahui jumlah biaya yang akan dibebankan ke pengguna layanan dan 

jumlah biaya yang dibebankan pengelola. Bagi unit pengelola pelayanan 

identifikasi ini sangat penting untuk menjadi dasar pengajuan anggaran dan 

penentuan tarif. Apabila pelayanan ke masyarakat diberikan secara gratis, 

artinya beban biaya pelayanan secara keseluruhan ditanggung oleh pihak 

pengelola (pemerintah). Informasi biaya ini harus jelas besarannya dan 

apabila gratis harus jelas tertulis untuk menghindari perilaku petugas yang 

kurang baik. Proses identifikasi ini dilakukan pada setiap jenis pelayanan. 

Hasil yang diharapkan pada tahapan ini adalah: 

1) Jumlah biaya yang dibebankan ke masyarakat dari setiap jenis pelayanan 

(untuk pelayanan yang dipungut biaya); 

2) Jumlah biaya yang dibebankan kepada unit pengelola pelayanan;  

3) Daftar pelayanan yang diberikan gratis kepada masyarakat (apabila 

terdapat jenis pelayanan yang gratis) 

e. Identifikasi Produk Pelayanan 

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat 

berupa penyediaan barang, jasa, atau produk administrasi yang diberikan 

dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi produk pelayanan dapat 

dilakukan berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan dari setiap tahap 



pelayanan. Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi “produk” 

dari suatu jenis pelayanan. 

f. Penanganan Pengelolaan Pengaduan 

Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan oleh 

organisasi penyelenggara pelayanan antara lain: penyediaan kotak saran, 

sms, portal pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima 

pengaduan. Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan 

prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus 

diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan 

alamat kantor yang dapat dihubungi serta mekanisme pengaduan apabila 

terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam internal 

organisasi penyelenggara. Hal-hal lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan 

ini dilakukan sebagaimana peraturan yang berlaku. 

Tabel 2 
Rancangan Standar Pelayanan 

1. Jenis Pelayanan : …diisi nama jenis pelayanan 

2. Dasar Hukum : …diisi hasil identifikasi 

3. Persyaratan : …diisi hasil identifikasi 

4. Prosedur : …diisi hasil identifikasi 

5. Waktu Pelayanan : …diisi hasil identifikasi 

6. Biaya/Tarif : …diisi hasil identifikasi 

7. Produk : …diisi hasil identifikasi 

8. Pengelolaan Pengaduan : …diisi hasil identifikasi 

Sumber : Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014  



6. Penetapan Standar Pelayanan 

Sebelum melakukan penetapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan 

membuat Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan. Pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya wajib memberikan tanda tangan sebagai bukti kesepakatan standar 

pelayanan antara penyelenggara layanan dan penerima layanan, setelah itu 

dilakukan penetapan standar pelayanan oleh penyelenggara layanan. 

7. Penerapan Standar Pelayanan 

Standar pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap diterapkan 

oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Proses penerapan standar pelayanan ini 

dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. 

Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran 

organisasi penyelenggara pelayanan. Sementara sosialisasi perlu dilakukan untuk 

membangun pemahaman dan persamaan persepsi pada lingkungan unit/satuan 

kerja penyelenggara pelayanan. Proses internalisasi dan sosialisasi ini agar 

didokumentasikan oleh penyelenggara. 

8. Penetapan Maklumat Pelayanan 

Sebelum menerapkan standar pelayanan, penyelenggara diwajibkan untuk 

menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan merupakan 

pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Hal-hal yang perlu dimuat dalam 

maklumat pelayanan adalah: 

a) Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan; 



b) Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan 

melakukan perbaikan secara terus-menerus; 

c) Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan 

kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. 

Maklumat pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas, 

dan terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah diakses oleh 

masyarakat. 

9. Manfaat Standar Pelayanan Publik 

a) Memberikan jaminan kepada masyarakat 

Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat 

pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberi 

fokus pelayanan kepada masyarakat. Menjadi alat komunikasi antara 

masyarakatdengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan 

pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi 

alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. 

b) Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik 

Perbaikan kinerja pelayanan publik mutlak harus dilakukan dikarenakan 

dalam kehidupan bernegara pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan 

yang sangat luas. 

c) Meningkatkan mutu pelayanan 

Adanya standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa 

pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakatnya. Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas 



dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu 

pelayanan, biaya serta proses pengaduan sehingga petugas pelayanan 

memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan 

pelayanan. 

B. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan 

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut 

kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya 

pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas, dengan demikian Pelayanan 

merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk 

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan (Supriyono, 2019). Dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu sendiri ataupun 

oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun 

pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dengan segala sarana, dan 

perlengkapannya melalui prosedur kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan 

dalam bentuk barang dan jasa.  

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. “Pelayanan diberikan sebagai tindakan seseorang untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam artian bahwa pelayan langsung 

berhadapan dengan pelanggan dengan menempatkan pelanggan sebagai sesuatu yang 

urgen” (Pasolong, 2019). Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(Pasolong, 2019), mengemukakan pendapat bahwa “pelayanan adalah segala bentuk 



kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat”. 

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan 

pelayanan publik sebagai berikut: 

‘‘Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik’’ 
 

Menurut Pasolong (2007:128) Pelayanan Publik adalah : 

”Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia 
yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 
suatu produk secara fisik”. 
 
Dari berbagai pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan 

publik merupakan kegiatan memenuhi kebutuhan yang diberikan oleh penyedia layanan 

kepada penerima layanan, yang meliputi hajat orang berdasarkan peraturan perundang-

undangan. “Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang 

sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat 

mencapai target tersebut, maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintah” (Rahmadana, 2020). 

2. Lokus Penelitian 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk 

membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan 

Perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan  dipimpin 

oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan 

bertanggung jawab kepada camat. 

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam : 



a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan 

b) Melakukan pemberdayaan Masyarakat 

c) Melaksanakan pelayanan Masyarakat 

d) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum 

e) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan  

umum 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat 

aturan perundang-undangan 

a. Jenis Pelayanan Kelurahan Karuwisi Utara 

Berikut Jenis-jenis pelayanan pada Kantor Kelurahan Karuwisi Utara yaitu : 

1) Surat Keterangan Ahli Waris 

2) Surat Kuasa 

3) Daftaran Tanah 

4) Sertifikat 

5) Perpindahan Penduduk 

6) Inventaris 

7) Surat Keterangan Domisili 

8) Surat Kelahiran 

9) Surat Kematian 

10)  Laporan RT/RW 

11) Penitipan Dana SKRD 

12)  Rekomendasi SITU 

13) Surat Keterangan Usaha 

14)  Izin Membangun (IMB) 

15)  Nilai Harga Tanah 

16)  Akte Jual Beli (AJB) 



17)  Undangan 

18) Surat Tugas 

19) SPTB (TASPEN) 

20)  NA Perkawinan 

21)  Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

22)  Izin Keramaian 

23)  Beasiswa 

24)  Surat Keterangan Tidak Mampu 

25)  Surat Kehilangan 

26)  Pencurian 

27)  Surat Keterangan Belum Menikah 

28)  Jaminan Bebas Bersyarat 

29)  Pajak Bumi dan Bangunan 

b. Kerangka Pikir 

Gambar 1 
Kerangka Pikir 

 



Sumber : Peneliti, 2024 

 


